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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025
tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Tanah Datar

	Pemohon
	:
	Richi Aprian, S.H., M.H. dan Donny Karsont, S.H., Dt. Bijo Anso Nan Tinggi

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar

	Jenis Perkara
	:
	[bookmark: _GoBack]Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

	Pokok Perkara
	:
	Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024  

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:
1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	5 Februari 2024

	Ikhtisar Putusan
	:
	

	                 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, Nomor Urut 1, yang  memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.
Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan tentang perselisihan hasil pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan (kadaluwarsa) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PMK 3/2024. Menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.
Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dikarenakan terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur), setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Tanah Datar 784/2024, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Terhadap petitum tersebut setelah dicermati oleh Mahkamah Pemohon tidak mencantumkan kata “sepanjang” untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan membatalkan perolehan suaranya. Oleh karena itu, dengan tidak dicantumkannya kata “sepanjang” dalam petitum Pemohon tersebut mengandung arti hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Tanah Datar adalah batal secara keseluruhan, baik penetapan pasangan calonnya maupun hasil perolehan suara untuk seluruh pasangan calon. Di samping itu, dalam petitum angka 3 Pemohon memohon agar Pemohon dinyatakan sebagai calon terpilih, sementara itu Pemohon juga dalam petitum angka 4 memohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Hal demikian membuktikan bahwa petitum Pemohon mengandung ambiguitas dan bersifat kontradiktif. 
Berdasarkan fakta hukum di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan/kontradiksi dan bersifat kumulatif serta ambiguitas, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (obscuur). Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur) adalah beralasan menurut hukum.
Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:
Dalam Eksepsi:
1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah; 
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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